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MANAJEMEN PEMBANGUNAN

SOREINTAS] AR,
L I PROPINST BANGEKA BELITUNG

DAERAH KEPULAUAN

Och & Tobirin, Arfimnto Putholaksono dan Juned

wasial dan T Politik Unseeid dan Yayasn Lembaga Pengembangn
Potensi dan Keswadayann (HATIATY .
cos ante sheveenhowly ahioo.com; Junomefymail com

Fakultas o
roli rifangmail,

(Dierima: 18 Presember 2003, disetujui 23 Januare 20H4)
ABSTRACT

Nfarive cconomic potential IS enormous, bt the level of welfare is stll very -‘:':r!f'-'lr

Irowically poverty found i many areas of real islands have abufm‘m?f potentia
resonrces. The root cause for this is a development approach that is still adepting
continental paradigm. The purpose of this siudy was fe find out the problems ard
smategics for solving problems of sustainability management :’I.I."Eh‘fpl.ﬂ'ﬂg;.? area . The
rececrelk is deseriptive qualitative method, data collection using observation, ﬂf-ﬂ'cp”il
interviews and focus group discussions with stakeholders, HNSI the province ﬂ:.l'
Bangha Belirung. Research results show Bangka Belinug Islands Province as one i
still faced with the dynamics and problems of the islands. Aspects of natural resource
managemeni, environmental damage caused by illegal tin mining, the .h"‘ﬁ-'.-fl'-fmﬂ_!ﬂ'
fishermen who can not compete with foreign fishermen and outside the island, conflict
management of coastal areas, and the spread of the islands led w the high cost af the
aspects of education, health and public services, and the map of the area development
areas benveen conservation arcas and provected forests weelear. For that the islandy
should receive spgﬁa.i' aftention from tie conteal government, the need jor regudation
and management of development that ix different from the mainland  regions.,
Additionally supported by decenrralized local financial system in faver of the claim
that the islands should &chra;rrtﬂ ;

Keywords d&vcwm islands

=

PENDAHULUAN Fd (Bengen, D.G, 2010 dan Santosa, 2012).

Indonesia memiliki wilayah peraian yang
ebih luas dibandingkan dengan daratanya.
Oleh karenanya paradigma pembangunan
yang digunakan scharusnya lebih
mengedapankan pada pembangunan yang
berorientasi pada wilaysh perairan dan
berbasis pada masyarakat daerah dan lokal

Mamun yang terjadi sebaliknya, Indonesia
lebih mengedepankan pembangunan yang
berbasis pada wilayah daratan, hal imi
dibuktikan{ dengan produk undang-undang
yang mengatur tatakelola: pembangunan di
daerah lebih mengutamakan pembangunan
di wilayah daratan,
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contolyd adalaly LU No.

Sebagal |
rivtal Dac al

39 pahun 2004 letank peme
fidak mengatur speara Kb
wilayah kepulauan
bangiinan wilayah

hadapkan pada

usis  lentans

R LE
pcmhnngunan

pesisir. Akibatniya  pein
kepulauan atau pesisic di
permasalaian  kesenjangan pemban
yang terus meningkal. iasalah kemiskinan,
rendahnys pendidikan, rendahnya akses
untuk peningkatan pendapatan, pencunian
ikan, kerusakan biotic. lingkungan taut,
konflik pengelolaan wilayah pesisir oleh
masyarakat maupun pemilik modal setiap
saal mewamnai kehidupan masyarakat
kepulauan. (Mawardi, 2009)

(Gambaran permasalahian ini menjadi
koreksi bersama untuk mendudukan
wilayah k‘\‘vim-lwaﬂ sebagai salah satu
wilaysh strategis yang perlu di tataulang
dengan baik. Melalui

gunan

manajemen
pembangunan  yang berorientasi  pada
wilayah pesisir dan peraturan perundangan
yang mendukung pada pengembangan
pembangunan daerah kepulauan. Langkah
awal adalsh merubah mindset atau pola
Pﬂm bangsa Indonesia dalam memandang
Wilayah atau daerah kepulauarn,

Kepulauan, Pﬁmﬁsalajmn wilayah 2

pulauan  bukan lagi  witayah  proping
obupaten  kota ¥ang berbasis  pada
Melainkan  menjadi per-

kepulauai.

masalahan bersama apalagi  menyangkut

kedaulatan dan sumberdaya lauy
bagi
keberlanjutan perekonomian di Indonesia
(Bengen, 201 0). Apabila selama ini wilayah
lautan telah menyumbangkan hampir 20 %
PDRE nasional dengan kondisi tatakeleola
pembangunan kelautan yang terabaikan,
maka ke depan wilayah kepulavan menjadi
penghaecapan  bagi
ekonomian dan kesejahteraan masyarakat,

masalah

makna  strategis

yang m::mﬂit{i

pembangunan  per-

MNamun kesadaran ini setidaknya

masih menjadi polarisasi dari wilayah

Propinsikabupaten/kota yang memiliki
wialayah pesisic yang lebih luas. Seolah
wilayah kepulauan menjadi permasalahan
wjuh  propinsi vang sedang .mcm-
perjuangkan legitimasi propinsi kepulauan.
Adapun: Propinsi tersebut adalah I} Musa
Tenggara Timur dengan memiliki Iuas

}&utﬂﬂ a8 %: 2} MNuza Tenggﬁm Barat

dengan luas autan g5 %, 3) Kepulauan
Riau  dengay luas lautan 96 %, 4)
Kepulayan Bangka Heiimng_ dengan luas
::::ﬂlau'-:f; %, 5) Sulawesi Utara dengan
S fie 8 %, ﬁ} Sulawesi Utara dengan
ot 1:3,93 “, 7) Maluku Utara
Utan 90,80 o, (Ernas, 2012).
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Setidaknya b propinsi  ini
menjadi  inspirasi  untuk mendudukan
wilidyah  kepulauan menjadi  wilayah

strategis yang perlu mendapat perhatian

Khusus dari  berbagai  pihak.  Hal ini
menyangkut kedaualatan negara, keunikan
yang khas yang berbeda dengan wilayah

acuan dalam

daratan, serta menjadi
tatakelola pembangunan yang berbasis pada
kepulauan secara cepat dan lepat,

Provinsi Bangka Belitung merupakan
salah satu Provinsi yang berkarakteristik
daerah kepulauan. Kondisinya,
mencerminkan kondisi umum  pengelolaan
daerah  kepulavan di Indonesia, Secara
umum terdapat permasalahan yang harus
dihadapi
kepulayan. D
Pemenntah daerah
dalam UU No. 32
diberi
tanggung jawab untuk mengelola sumber

wilayah
daerah,
diatur
2004

kewenangan dan

dalam pengelofaan
era  otonomi
sebagaimana

tahun

sesungguhnya

daya alam yang dimiliki serta menjaga
kelestarian lingkungannya,
tersebut merupakan langkah steategis vang
diharapkan dapat menciptakan keadilan
ckonomi dan politik serta meningkatkan
partisipasi masyarakat
pembangunan.
Pengaturan wm,g dan hubungan
antara Pemerintah dan daerah
dalam tata kﬂlﬂlﬂﬂ r daya alam sektor

K.ebijakan

dalam

X

kelastan (wilayah pesigie don laut), tidak

sckedar  difokuskan  pada  pengaturan

terhadap objcknya saja (sumberdayn alamy),
tapi  ditekankan pula  kewajiban  dan
anggung jawab pemerintah (pusat  dan
dacrah) rangka  meningkatkan

kesejahieraan  masyarakatl.

dalam
Pembagian

kewenangan antar tingkatan pemerintahan
ini yang diatur dalam PP No. 38 Tahun
2007 Urusan

Pemerintahan

tentang Pembagian
antara Pemerintah,
Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Pemeriniahan Daerah

Pemerintahan  Dacrah
belum berjalan secara optimal. Hal ini
perbedaan  persepsi
pelaku pembangunan dan adanya tumpang

terutama

dikarenakan antar

tindih peraturan perundangan,
vang mengatur desentralisasi dan otonomi
dacrah dengan perundangan  sektoral.
Sementara itu, kewenangan yang telah di
desentralisasikan kepada pemerintah daerah

belum berjalan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian im bersitat deskritif analitis
hasil berusaha

memberikan gambaran secara menyeluruh

artinya penelitian: ini
mendalam tentang suatu  keadaan atau
gejala yang diteliti sehingga penelitian ini
diharapkan mampu memberi gambaran
secara rincl, Data yang diperoleh dalam

penelitian ini selanjutnya dianalisis secara

Faparibys cbrrmger e, amry
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penelitian
1gunal

analitis kualitatif, adetode

dititikberatkan pada evitluasi
ini ak

psmhal
ilakukan
daerah kepulavan. Hal an dilak
dengan menelurusi informasi .
data yang terdini 23S informan
jwa serta

dari herbagal

sumber

dalam bidang ini, tempat dan perist :
dokuinentasi/ arsip - terkait yang ada di

Pemerintah  Daerah. Provinsi Kepuilaua?
Bangka Befinmg Selain itu teknik
pengumpulan data - lainnya  yang akan
digunakan adalah Focus Group Discussion
(FGD) atau diskusi kelompok terarah yang
dilakakan oleh para Secara
kelompok; sementara peran penelitt hanya
selama  diskusi

informan

sebagai  fazilitator

berlangsung. Data akan dianalisis dengan
teknik analisa modél interaktif (Miles and
Huberman, 1992), Dengan menggunakan
teknik -analisis tersebut kesimpulan telah
teruji secara selektif dan akurat {Sugiveno,
2009; 204).

HASIL DAN PEMBAHASAN

: Penelitian ini dilakukan dj wilayah
propinsi kepulavan, adapun yang menjadi
lokasi penelitian adalah Propinsi Bangkq
Belitung dengan wilayah Kahupateh&r;um
Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, day
:lmmwn Belitung. Selain Sebagai wilayh
PrFll‘IﬂHLBD dengan fyag wilayah 7585 o
”P:‘nsf Bangka Belitung ﬂ]-ﬁ'upakm:

PIopinsi dep ~ '
4N potensi sumber days Jaut

pinggi. Contohnya 4., ah

ng
yang Y3
pangka  Selatan  mepyp

Kabupaten ik
potensi sumberdayd  EE - YANE  dapy

diandalian sebagai SUMBEr  pendapy,,
daerah, Potensi sumberdaya kelautay, dis
perikanan bangka selatan sangat besar yait,
mencapai 1 juta tonftahun (MSY) dengy,
sitai ekonomis mencapai lebih darj |
trilyun rupiah/ tahun.

Potensi  perikanan lahan budiday,
tawar, payau dan laut adalah 20,000 b,
Demikian Halnya di Kabupaten Belitung
dengan potensi perikanan yang cukup E"mg:g[
mencapai 2.450.344 ton pada tahun 2019
yang terdiri dari ikan dasar berupa Kaksp
Merah, Kerisi, Anjang-ANjang,, Kuwe
Bawal, Ekor Kuning, Manyung, Pari-Pari,
Alu-Alu,

terdiri  dari

Cumi-Cumi, Kerapu dan
Sedangkan

Tenggiri,

Ikan Pelagis
Tongkol,

Banyir,

Kembung, Selar,

Tembang,
{Pelabuhan Perikanan

Tanjungpandan 2010).
Halnya gup

Julung-Julung

Nusantara

secior  perikanan
Khususnya perikanan faut di Kabupaten
Bangka sangat dominan mengingat pulay
Bangka di kﬂ]eiliﬁgi oleh lautan dan
berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang
Memiliki Sumberdaya laut yang relative
Ei::lk dikembangkan. Komoditi j’ﬂﬂ_?r
tingg; semn-ﬁﬂmpunyai oyt

I ikan kerann Kakan Meralt
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Udang, Cumi-Cuami, Sirip 1kan, Produksi
ikan faut di Kabupaten Bangka pascda tadie
2011 scbanyak 23.793 ton, b 2010
20,515,523 won, sedangkan tkan tawar tnhin
2011 tercatat 90.44 19 ton,
sumberdaya laut
Belitung

diwilmvsh

memiliki

kepulavan  Bangka

potensi vang bernilai ekonomi tinggi, selain
potensi

bidang  perikanan  terdapat
sumberdaya alam seperti -berikut ini : 1)
Vegetasi mangrove jenis Rhizopora dan
Avicennia sp, 2) Hamparan padang lamun
dan makro algae cukup tinggi, 3) Beberapa
lokasi terdapat rataan karang, 4) Terdapat
beberapa jenis ikan di sekitar perairan
antara lain ikan kembung, bawal, layur,
tenggiri dan pari, ' 5) Kondisi terumbu
karang cukup baik, 6) Fishing ground area,
rumput laut, 7) Energi gelombang cukup
signifikan, berpeluang untuk pengem-
bangan tenaga listrik energi gelombang,
pengembangan tanaman kelapa .
Menurut  (Victor PH Nikijuluw,
2008) dibalik potensi tersebut terdapat
beberapa  permasalahan, yang  perly
diantisipasi terutama  berkaitan dengan
pengelolaan wilayah pesisir. ada beberapa
catatan terutama berkaitan dengan hak
pengusahaan perairan pesisir (HP3), adanya
-.tambaug timah illegal, belum terpetakannya
Potensi wilayah-laut yang jelas antara batas

_penambangan, perikanan, nelayan kecil dan

5

Besar sevfa dompak lingkungan yong cukap
memprilintinkan,
demikian

Mengingat  kondisi

penelitian  ini melakukan  observasi  dan
wiwancarn  mendalam kepada  informan
yang

pengetahuan  di

memiliki  pemahamap  dap

wilayah  kepulauan,
Rhususiya pihak-pihak yang terkait yaito
Ketua DPRD Propinsi Banghka Delitung,
DPRD Kabupaten Bangka, Banga Selatan,
dan Belitung, DKP, HSNI, Akademisi,

Nelayan dan masyarkat pada umunya.

1. Edentifikasi dan Perspekiil
Pembangunan Dacrah Kepulauan

Paradignya pembangunan Indonesia
dihadapkan pada situasi biasnya orientasi
darat daripada mensinergikan  antara
wilayah darat dan laut. Hal lain dari
pt:mh-nng-unﬂ.lt seringkali  memposisikan
masyarakat daerah schagai obvek bukan
sebagai subyek (Handoko, 2013). Sclain ilu
diperparalt dengan strategi pembangunan
vang digunakan adalah dengan model
teknokratis  yang

konsentrasi pada wialayah daratan. Padahal

menychabkan  ter-

faktanya Indonesia meérupakan wilayah
dengan kepulauan sebanyak 17.506 pulau-
pulau besar dan kecil dengan garis pantai
terpanjang ke dua di dunia, implikasinya
adalah bangsa Indonesia menjadi negara
kepulauan terbesar di dunia (Oladipo, J. A.,
2008). Namun kondisi ini kurang di sadari

Faparibys cbrrmger e, amry
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i i il
oleh bangsa Indonesia akibatnyst dact

kepulauan terabaikan  dari aspek
ngunan - dan pemeriiaan kescjahterainyd-
paulauan di- wilayah

pemba-

Apalagi  daerah ke

erluar  kurang  mendapal mmulmlf
pembangunan, akibatnya timbul berbagal
permasalahan  di wilayah  perbatasai.

dikan, batas

Kemiskinan, rendahnya pendi
wilayah yang tergadaikan, sampai semangat
nasiponalisme yang mulai pudar. Kondist
ini tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah
Indonesia, berkaiatan dengan wilayah
kepulavannya, perlu ada tindakan sistematis
dan stratepis dengan dilandasi  alasan
yuridis yang kuat.

Selama ini Regulasi yang dibangun
berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaaan Wilayvah Pesisir dan
Pulau-Pulay keeil, ULF No. 45 Tahun 2009
Tentang Perikanan, UL No. 32 Tahun 2004
dan: Perpres No. 78 Tahun 2005 T entang
Pengelolaan Pulau-pulau  kecil Terlnar
belum menjamin keberlangsungan pemba-
ngunan wilayah kelautan,
banyak  permasalahan
seperti yang telah disebutkan juga terdapat
permasalahan berkaitan dengan Hp3 (Hak
Pengusahaan Peraian Pesisir) Pengaruran
mengenai HP3 inj g
mengancam kehjdl:;a: Tffap wﬂm{
dan masyarakat pesisj “an tradisiona|

81, serta melanggar )

; Fﬂkt&nya

masyarakat adat rerkait dengan hak ujyy,,
HP3 juga: bertentangan defigy,
negara dalam mei:.kﬁamhn
kekuasaan dan kcwgﬂngmnﬂ

melalui lﬂmbagﬂ'ltmbaga

Gelain iU
konstitsi.
fungsi dan

dijalankan
salah satunya adalah cksekuiif Ay

PE AL, :
pmncrinlah. Pemerintah sebaga;
representasi kedaulatan  rakyat dajep,

melaksankan fungsinya harus melakukay

kan kekayaan alam yang berada di wilayah
hokum Indonesia, untuk sebesar-bess i

kemakmuran rakyat.
Permasalahan lain adalah berkaitay

dengan sentralisasi pengelolaan laut dap
kepulauan, serta komitmen pengembangan
lembaga yang belum jelas menjadi warmna
krusial selain masalah nelayan tradisional
dan nelayan asing, lingkungan dan berbagai
tidak dapat dipecahkan
dengan berbagai kebijakan yang interegatif
Perspektif
perhiatian  dalam  kajian penelitian ini.
Setidaknya
komitemen

masalah vang

permasalabian  ini  menjadi

penelitian  ini  memiliki
untuk  ‘mencari jawsaban
berbagai permasalahan dengan studi kasus
pembangunan g wilayah  kepulauan.
Khususnya wilayah propinsi Bangka
Belitung,

Propinsi yang memiliki geografi
sebagai  wilayah kepulauan selain
Menyimpan potensi kekayaan SDA yang

Dol chrpan Carnie aera
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berlimpah  berupa sumberdaya  laut,
tambang, rumput faut, wisata bahari dan
perkebunian, Bangka Befitung juga masih
dihadapkan pada berbagai permasalahan
berkaitan  dengan  kehidupan  nelayan
tradisional yang terpinggirkan oleh system
yang tidak memihak kepada kepentingan
nelayan, tidak adanya zonasi wilayah faul
yang menyebabkan tingginya permasalahan
pengelofaan sumberdaya laut di wilayah
Bangka Belitung.

Berbagai  perspekiil  pembangunan
wilayah kepulauan berdasarkan wawincara
dari  berbagai  nasasumber,
HNSI, DPRD, aparat pemda, mahasiswa
NGO, Di  wilavah Bangka
memiliki karakteirsitik wilavah kepealauvan
yang belum baik,
optimalisasi sumberdaya laut vang tidak
mampu dimanfastkan oleh  pemermtah
dagrah sebagai sumber

akadenisi,

Relitung

tergali  dengan:

penghidupan

masyarakat. Hal ini diskibatkan masih
menjadj primadonya bahan tambang yaitu
timah di wilayah pesisir, padahal masalch
ini m mtnunbuilcaﬂ pmhlemalrkan

yang belum: jelas, belum adanys sonas

wilayah laut dan  pertambangpan

mengakiatkan  nelayan  hanys  menjadi
penonton dalam menghidupi kehidupannya,

351 lain pemeénintah daerah masih
dibadapkan pada kemampuan SDM yang
rendah seria masalab pela wilayah yang
belum: jelas, Ternmama zona wilayah hian
lindung, kenservasi mengakibatkan
pemenintah daerah sulil untuk mebakukan
tindukan pengembangan wilayahnya, Oleh
karenanys perly ada auturan yang jelas
demi kelancaran pembangunan di wilayah

Bangka Belitung.

2. Isu Strategis Pembangunan Wikiyah

Kepulauan
Isu strategis permaszlahan

pembangunan  di  daerah  kepulauan

 dibeberapa Kabupaten di Propinsi Bangka

Belitung dapat dikelompokan  menjads
beberapa isu strategis dalam pembangunzn
kelautan dan  perikanan  yang perlu
mendapat perhatian cadzizh ; a) Kuoalitas
Sumber daya
perikanian baik nelayan, pembudidaya dan

mamnisia - kelautan  dan

pengolah serta pemasar yang masih rendah.

,ri Peningkatan kualias SDM ini perlu
"#.i':."'-::"j r'-' timah illegal yang tidak di menjadi perhatian.  dalam  perencanain
{L;-- h tegas berkibat pada  pembangunanb)  Produktivitas  hasil
Biten s m sistematik  yang sulit  perikanan baik tangkap maupun budidaya
B maﬁhmhﬁmmhhmlﬂﬂﬂ yang masih rendah. ©) Armada

mdmmlm dihadapkan pada aturan
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H 2
| lidomingst

pencngkapan ikan yang masil .
oleh kapal motor herkurl keeil 5¢
berkibat jumlah  hari  ayac -
terbatns,  Peninghkatan Lapasilns arma

i uk
pan ikan perlu  dipacy unl
ivitas

nunﬂﬂdi

penangha

i Kt
meningkatkan produksi dan produ :
perikanan tangkap. d) Kurangny2 saran

untizk

dan prasarana pengawasan

melakukan ~pengawasan kapal-kapal
perikanan dan kegiatan ckonomi lamnya di
lautan. Perlunya ditingkatkan jumlah sarana
pengawasan sehingga
sumberdaya

dan prasarana
pengawasan  pengelolaan
kelavan dan perikanan dapat lebih optimal.
Masalah lain adalah 1) Maraknya
penambarigan timah illegal di pesisir dan
Eﬂ&ka’bat
ekosistem  pesisir dan lautan, Perlunya
peraturan perundangan yang lebih jelas
untuk  menghindari tmpang
kepentingan. 2) Masih
kemampuan masyarakat dalam Proses
W‘aﬁ”‘ hasil perikanan. Produk hasi)

lautan pentrunian

ﬂhd[hnyu

rendahnya

kualitas

olalign :
proses pemgiic di i

pengolahan tean (UPE), Flak o diﬂhﬁbﬂﬂn
wojum adanya UPD Yang mendapg,
sertifikal kelayakan pengolahan. 4) Eﬁh;m
optimalnya pengelolaan pulau-pulay L
dalam keglatan ekonomi. Banyakny, Pl
pulau kecil mengandung SDA yang sa,.
besar terutama kawasan pesisit dan Eﬁrang
berharga Muatan Kapal T‘“’EEElﬁm
(BMKT).5) Terbatasnya sumber energ;
terutama’ listrik dan bahan bakar Mifyal
mengakibatkan tingginya ongkos prodykg
perikanan. Untuk it perly dilakjky,
berbagai pengembangan sumber energi
aloternatif yang dpat menunjang kepiatan
ekonomi sektor kelautan dan perikanay
(DKP Kabupaten Bangka Selatan Tahug
2012)

snuﬂuﬁi

3 Sfrategi
Kepulauan

Pembangunan  Daerah

Pendekatan Pembangunan di wilaysh
Yang  berciri  kontinental tidak dapat
diseragamkap,

dengan pembangunan

wilayal Jag bertipologi gugusan pulay

WI':E!EHEI kﬂrﬂkIErfﬂtiklll.ra yang herbeds.
tlayah
.?} kEFma“ml cenderung  terisolasi,
minim

; daya, serta memilii
lingkyy [
AN Yang peka Namun di sisi yaiz

Faparibys cbrrmger e, amry
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kurang  mengakomaodasi  kepentingan
wilayah yang bertipolog kepulsgan,

Usmtuk  itw  pertama  kali  yang
dibutuhkan  ialah  perubahnn  paradigma

dalam kebijakan pembangunan pada skala
faptel-leased

marine-based

nasional  dan dacrah, dani

development  menjadi
development. Pembangunan daratan harus
digsinergikan  dan  diintegrasikan secara
proporsional dengan pembangunan sosial
ckonomi di laut. Perubahan paradigma
pembangunan  menuju  marine-based
development mendorong adanya perubahan
dalam kultur serta etos hidup masyarakat,
agar lebih berorientasi pada dunia kelautan,
sebab disinilah letak kunei keberhasilan
pembangunan  daerah kepulavan (Ernas,
2012). Untuk itu, selain perlu kesadaran
vang dalam, visi memandang yang tajam
dalam menatap masa depan vang paling
diperlukan adalah kemauan politik untuk
memecahkan masalah-masalah ini secara
fundamental. dalam
mengantisipasi tuntutan kebutuhan masa
mendatang sebagaimana telah dipaparkan,
llilu'._%a}'*-ﬂ akan membawa efek berantai bagi
pembangunan pada sektor lain, bahkan bag]
kelangsungan hidup bangsa dan negara ini,
Perubahan paradigma pembangunan
menuju marine-based development harus
fercermin dalam strategi pembangunan
yang disesuikan dengan karakteristik

Kelengahan

9

wilnyah kepulauan, Pembangunan daceal

kepulman dapat dilibat dari berbagi segi,,

KESIMPULAN

Kondisi Juas lautan dan tescharmya

pulau=pulan menjadi permasalahan
tersendiri dalam penpelolaan sumberdaya
alam, pengembangan  ckonomi  dan
pelayanan public kepada masyarakat. Selain
it terseharnya pulsu-pulay akan berakibat
pada tingg
pembangunan dan pelayanan  masyarakat,
Untuk itw  Indonesia  sebagai
mengakui
propinsikabupaten'kota

Konsekeensinya  perfunya

biaya dalam  proses
negan
kepulavan  harus keuntkan
kepulauan.,
strategi  dan
metode yang berbeda dalam pembangunan
daerah  kepulavan. Daerah  kepulavan

harusnya  memiliki  wewenang  dan

Kekuassan terpabarkan

ying dalam

desentralisasi daerah berupa kewenangan

khusus,

Hal ini akan menjadi jawaban
permasalahan daerah kepulavan, khususnya
propinsi Bangka Belitung sebagai salah satu
propinsi kepulavan masih dihadapkan pada
dinamika dan  problematika  daceah
Aspek  pengelolaan  SDA,
kerusakan lingkungan akibal tambang
timah illegal, nelayan tradisional yang

kepulauan.

kalah bersaing dengan nelayan asing dan
war pulaw, konflik pengelolaan wilayah
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1

pesisir, dan terschamyn |-.ul:m—|ml-.1-n yang
envehabkan  biaya i =
pﬂ:ﬂ-in.iiian. L esehatan dan pelyyanan publik

v, selain itu petd wilayah

dﬂri [qﬁlfl{"k

vang endasa ! o
pengembangai daerah  yang dihadnp
whing

pada wilayah konservasi dan hustan bir

harus diperjeiig.
Untuk it wialayah kepulayan hars

| |1Ir1!i::'ﬂ:«'-'i system kewangan daerah Vang
sentr

dhe _ kepada dacrah kepulauan Frichjag:
berpiiid 3 . 1
wnlitan g harus d"mpli-menmmm

Wilayah stralcgis ini harus terjaga Sebagy;
kedaulatan schaligus  potens
cumber kekayaan ckonomi  yang tinggi
sebagai alternatil pendapatsy
o1 dari sector kelautan yang semakiy

penjaga
sumber
nasion

penting.

mendapat perhatian khusus dari pemerintah
pusat, perlunva regulasi dan managemen
pembangunan yang berbeda dengan daerah
daratan. Selain it di dukung dengan
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